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Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al,  

Misalnya:  الكافرون ditulis al-kâfirûn 
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ABSTRAK 
 

Zulkifli; “Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syariˈah Nasional Nomor: 

23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam 

Murabahah” di bawah bimbingan: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. 

(II).  Dr. Syauqi Mubarrak Seff , MA., Tesis, pada Prodi Hukum 

Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2021. 
 

Kata Kunci: Fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002, Analisis Yuridis. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 

yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang 

Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah yang dalam petitum pertama 

dinyatakan bahwa jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS 

boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat 

tidak diperjanjikan dalam akad, petitum kedua besar potongan diserahkan pada 

kebijakan dan pertimbangan LKS. Tidak dapat dipungkiri baik secara teori dan 

praktiknya bahwa setiap ada potongan (diskon) akan menarik minat masyarakat 

untuk selanjutnya memutuskan akan mengambil atau tidak diskon tersebut. 

Hal ini menjadi menarik ketika disandingkan dengan teori diskon yang akan 

memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan oleh nasabah karna diskon 

yang diberikan oleh LKS. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

yang menjadi rujukan bagi penulis, diperoleh kesimpulan bahwa diskon itu akan 

mempengaruhi minat beli masyarakat. Akan menjadi aneh ketika sesuatu yang akan 

mempengeruhi minat beli masyarakat tersebut justru dibatasi syarat tidak 

diperjanjikan dalam akad padahal dalam dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk 

diterbitkannya fatwa ini tidak ada satu dalil pun yang mensyaratkan tidak 

diperjanjikan dalam akad sebagaimana diktum angka 1 dalam fatwa ini. 

Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian normatif, 

sedangkan untuk pengumpulan datanya, peneliti menggunakan perpaduan teknik 

pengumpulan literatur atau juga disebut library research (studi pustaka) dengan 

membaca buku-buku yang berhubungan dengan Potongan Pelunasan Dalam 

Murabahah, kamus, ensiklopedia, jurnal, tulisan-tulisan para ahli hukum, maupun 

Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan rumusan 

masalah yang diteliti, kemudian dikumpulkan dan dicatat sebelum dijadikan dasar 

dalam penelitian ini, sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan metode 

pendekatan kualitatif dengan cara menganalisa tanpa menggunakan data statistik 

namun memberikan gambaran yang jelas mengenai peraturan hukum sehingga 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjawab. 

Hasil dari penelitian ini diperoleh beberapa hal sebagai berikut: (1) Adanya 

perbedaan pengambilan keputusan oleh pihak LKS untuk memberikan atau tidak 

memberikan potongan (diskon), (2) Ketika LKS mengambil kebijakan untuk 
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memberikan potongan (diskon) kepada nasabah, maka antara LKS yang satu dengan 

LKS yang lain tidak sama persentase potongan (diskon)nya, (3) Ketika nasabah telah 

bersepakat untuk melakukan perbuatan tertentu yang dituangkan dalam akad, 

seharusnya nasabah dan LKS sama-sama mentaati segala kesepakatan tersebut 

secara menyeluruh baik jumlah mapun waktu berakhirnya kesepakatan. 

Disisi lain salah satu cara untuk menarik minat nasabah untuk bertransaksi di 

LKS adalah dengan cara pemberian potongan, namun karena potongan tersebut 

dipersyaratkan untuk tidak diperjanjikan dalam akad maka daya tarik minat nasabah 

tersebut tidak terjadi. Selain itu, nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal 

sebenarnya mengurangi keuntungan yang akan diperoleh LKS pada keduanya 

(nasabah dan LKS) telah bersepakat untuk menyediakan dana dengan jumlah tertentu 

dan memberikan keutungan dalam jumlah tertentu pula, tetapi secara tidak langsung 

nasabah juga menyumbang kepercayaan kepada LKS bahwa sanggup melaksanakan 

pelunasan lebih awal sehingga potensi kerugian akibat gagal bayar tidak akan terjadi 

dan memberikan pertumbuhan positif bagi LKS.      
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ABSTRACT 

 

 

 

Zulkifli; Juridical Analysis of the Fatwa of the National Syariˈah Council Number: 

23/DSN-MUI/III/2002 concerning Repayment Deductions in Murabahah" 

Supervisor: (I) Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. (II). Dr. Syauqi Mubarrak Seff, 

MA., Thesis, Law Islamic Economics program study, Graduate UIN 

Antasari Banjarmasin, 2021. 

 

 

Keywords: Fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002, Juridical Analysis. 

 

This study aims to examine Fatwa Number 23/DSN-MUI/III/2002 issued by 

the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council regarding Repayment 

Rebates in Murabahah which in the first petitum states that if the customer in a 

murabahah transaction makes payment on time or faster from the agreed time, LKS 

may give a deduction from the payment obligation on condition that it is not agreed 

in the contract, the second petitum of the amount of the deduction is left to LKS' 

policies and considerations. It is undeniable both in theory and practice that every 

discount (discount) will attract people's interest to decide whether or not to take the 

discount. 

This becomes interesting when juxtaposed with the discount theory which will 

contribute to customer decision making because of the discounts provided by LKS. 

Based on the research that has been done which is a reference for the author, it is 

concluded that the discount will affect people's buying interest. It will be strange 

when something that will affect people's buying interest is actually limited to 

conditions that are not agreed upon in the contract even though in the arguments that 

are used as the basis for the issuance of this fatwa there is not a single argument that 

requires not to be agreed upon in the contract as dictum number 1 in this fatwa. 

The research method in this thesis is a normative research method, while for 

data collection, the researcher uses a combination of literature collection techniques 

or also called library research (library study) by reading books related to Murabaha 

Repayment Deductions, dictionaries, encyclopedias, journals, writings. -written by 

legal experts, as well as laws and regulations related to the formulation of the 

problem under study, then collected and recorded before being used as the basis for 

this research, while analyzing legal materials used a qualitative approach method by 

analyzing without using statistical data but provides a clear picture of legal 

regulations so that the formulation of the problem in this research can be answered. 

The results of this study obtained several things as follows: (1) There are 

differences in decision making by the LKS to provide or not give discounts 

(discounts), (2) When LKS takes a policy to provide discounts (discounts) to 

customers, then between LKS which the percentage of discount (discount) is not the 
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same with one another, (3) When the customer has agreed to take certain actions as 

outlined in the contract, the customer and LKS should both comply with all the 

agreements thoroughly, both in terms of the amount and the expiration date of the 

agreement. 

On the other hand, one way to attract customers to transact at LKS is by giving 

discounts, but because the discount is not required to be agreed upon in the contract, 

the attractiveness of the customer's interest does not occur. In addition, customers 

who make early repayments actually reduce the profits that will be obtained by LKS 

in both (customers and LKS) have agreed to provide a certain amount of funds and 

provide a certain amount of profit, but indirectly customers also contribute to trust in 

LKS that able to make early repayments so that potential losses due to default will 

not occur and provide positive growth for LKS. 


